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SOP PENETAPAN SSH,ASB,SBU dan HSPK

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

|DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA s
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami pendok kearsipan dan
2. Undang-Undang Republik Indonesta Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik pengelolaan informasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2, Memahami dan dapat menguasai teknologl
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Informasi

3. Memiliki latar belakang pendidikan yang

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mendukung kegi pengelolaan dan pelayanan
Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah| Informasi publik
6. Kabupaten Maros Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros|
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
7. Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
8. P;;;n':.ran Bu-;ad Maros Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsl dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
9 Keputusan Bupati Maros Nomor 921/kpts/496/11/2019 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentas! Di Lingkup Pemerintah
" Kabupaten Maros
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1.|RKA 1, Komputer
1.|DPA 2. Internet
2.|SK BUPATI 3, Hanpone
3.|Pengelolaan Data Informasi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tdak diterapkan sesuai dengan prosedur maka akan mempengaruhi proses
selanjutnya

Ditujukan pada :
BKAD
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| PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET.
BIDANG PENGELOLAANBMD|  ANGGOTA TIM BAGIAN HUKUM | KEPALA BKAD BUPATI KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT :
. |Penyusunan konsep melibatkan tim penyusun 2 Berkas/Disposisi |120 Menit| Berkas/Disposisi

untuk menyusun draf perbup SSH,ASB,SBU HSPK.
Konsep ini mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan

Pemerintah g Pengel Keuangan Daerah

Draf Perbup SSH,ASB,SBU HSPK dibahas secara

Dokumen 120 Menit| Dokumen
internal di lingkungan Pemeritah Daerah untuk /Informasi /Informasi
memperoleh masukan dan penyempurnaan.

. |Setelah pembah dilakukan har isasi Dokumen 60 Menit |Dokumen
substansi Perbup SSH, ASB, SBU, HSPK agar sesuai /Informasi /Informasi

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan kebijakan daerah lainnya.

. |Berdasarkan hasil pembah dilakukan finali Dokumen 60 Menit |Dokumen

i v
draf Perbup SSH, ASB, SBU, HSPK “_.. /Informasi /Informasi

. |Bupati menetapkan Perbup SSH, ASB, SBU, HSPK - Dokumen 60 Menit Dokumen
melalui penerbitan Peraturan Bupati. Perbup : /Informasi /Informasi
\ 4 diundang} dan  disosialisasik
kepada seluruh OPD terkait

6. |setelah dan di kan Perbup| Dokumen 60 Menit |Dokumen
SSH, ASB, SBU, HSPK kepada seluruh OPD, agar, /Informasi /Informasi
OPD dapat hami dan gimpl ik
aturan tersebut dalam penyusunan anggaran

. |Perbup SSH, ASB, SBU, HSPK dievaluasi secaral l Dokumen 60 Menit |Dokumen
berkala untuk melihat efektivitasnya. Jika /Informasi /Informasi
diperlukan dilakukan revisi untuk penyempurnaan T

8. |Perbup SSH, ASB, SBU, HSPK memberikan standar| Dokumen 60 Menit |Dokumen
yang jelas untuk berbagai kegiatan , sehingga /Informasi /Informasi

anggaran yang disusun lebih rasional dan terukur,
dengan menggunakan aplikasi SIPD, dengan adanya
standar tersebut diharapkan pengguna anggaran
lebih efisien dan terhindar dari pemborosan serta
membantu meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.
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